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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dikembangkan dalam bab — bab
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebgai berikut :

a. Perlindungan hak asasi manusia yang tertuang di dalam dokumen
4internasional, baik di dalam Universal Declaration of Human Rights dan
International Covernant on Civil and Political Rights (ICCPR) pada
dasarnya telah tertuang di dalam pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHAP
yang mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa. Hak — hak itu merupakan
hal yang asasi (mendasar) yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh
semua orang baik pemerintah, kelompok mesyarakat dan individu-individu.

b. Dalam memberikan perlindungan dan mewujudkan rasa keadilan secara
hukum kepada tersangka atau terdakwa dalam sistem peradilan pidana di
Indonesia, maka dalam semua tingkat penyidikan baik dari tingkat
kepolisian, kejaksaan bahkan di depan sidang pengadilan, maka bagl
tersanOka atau terdakwa dlupayakan untuk didampingi oleh seorang atau

;_ leblh penasehat hukum, karena baglan dan tugas dan tanggung Jjawab
negara kepada masyarakat adalah memberikan bantuan hukum, sehingga
rasa keadilan dapét dinikmati sebagai salah satu haknya di dalam negara

- hukum.



